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ABSTRAK 

iv 

Di wilnyuh hukum Polrcsta Deli Scrdang memiliki berbagai macam 
k.11 \ktcri~tik kasus-kasus unnk yang bcrhadapan dengan hukum dengan rnelakukan 
tinJakan pcnganiaynnn. Penyidik Polrcsta Deli Serdang memiliki tanggungjawab 
untuk mcnyclcsniknn pcrkara penganiayaan oleh anak berdasarkan prinsip-prinsip 
rtltimrmr remedium. Pcnnasnlahan dalam penelitian ini adalah bagairnana 
1>enereparun divcrsi oleh penyidik Kepolisian Resort Kola Deli Serdang?, 
Bagaimana kendala penerapan diversi oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Deli 
dal:un menangani kasus penganiayaan oleh anak? 

l\lctode Penelitian tennasuk dalam jenis yuridis nonnatif dengan data yang 
bersumber dari data sekunder. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan 
konsephtal dan perundang-undangan berdasarkan metode kualitatif. 

Hasil penelitian yang pertarna bahwa proses diversi di Polres Deli Serdang 
dilaJ.mkan rnelalui musyawarah 1engan melibatkan anak dan orang tua/walinya, 
korban danlatau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan peke1ja 
Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib 
mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujull hari setelah penyidikan 
dimulai. Penyidik Polresta Deli Serdang melakukan proses diversi paling lama tiga 
puluh bari setelah dimulainya diversi . Apabila proses diversi mencapai 
kesepatakan, maka berita acara disampaikan diversi beserta kesepakatan diversi 
kepada ketua pengadian negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, jika pelaksanaan 
diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke 
Penunrut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian 
kemasyarakatan. Tabap selanjutnya mengetahui ada tindakan Upaya diversi dan 
sebab gagalnya diversi wajib dibuatkan berita acara oleb penyidik. Hasil dari 
musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi 
efektifnya pelaksanaa.n upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil 
kedua bahwa terdapat kendala penyidik Polreta Deli Serdang dalam melakukan 
diversi dalarn kasus penganiayaan terhadap anak didasarkan atas faktor internal dan 
faktor eksternal. 

Kata Kunci: Diversi; Penganiayaan Anak; Polresta Deli Serdang 
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ABSTRACT 

In thr jurisdiction of Po/resta Deli Serdtmg, there are va~ious characteristics of 
cases of childrcll in conflict with the law by committing acts of abuse. Po/resto Deli 
Sc-nlmrg im•estigators have the responsibility to resolve cases of child abuse based on the 
f'rinciplrs nfultimum remedium. The problem in this study is how is tlze implementatio11 of 
di\'tnion by investigators of the Deli Serdang City Resort Police?, What are the obstacles 
to the implementation of diversion by investigators of the Deli City Resort Police in 
handling cases of child abuse? The research method is included in the normative juridical 
t;pe with data sourced from secondmy data. The research data was analyzed using a 
co11ceptual and legislative approach based on qualitative methods. 

The first research result is that the diversion process at Polresta Deli Serdang is 
carried out through deliberation involving children and their parents/guardians, victims 
and/or parents/guardians, community counselors, and professional social workers based 
on tire Restorative Justice approach. Investigators are required to attempt diversion within 
a maximum of seveu days after the investigation begins. Polresta Deli Serdang 
investigators carry out the diversion process no later than thirty days after the start of the 
diversion.lfthe diversionproce.ss reaches an agreement, then the miuutes of the diversion 
are submitted along with the diversion agreement to the head of the district court to be 
determined. However, if the implementation of the diversion fails, the Investigator is 
required to continue the Investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by 
attaching the minutes of the diversion and the community research report. The next stage 
is to ji11d outtltat there are diversion efforts and the reasons for the failure of the diversion, 
a minute must be made by the investigator. The results of the diversion deliberation that 
have been agreed upon together should be implemented for tire sake of the effective 
implementation of diversion efforts in the juvenile Climinal j ustice system. The second 
result is that there are obstacles for Polrela Deli Serdang investigators in canying out 
diversion in cases of child abuse based on internal and extenwf factors. 

Keywords: Diversion; Child Abuse; Polresta Deli Serdang 
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IIAIII 

I•I•:NnAIIUI .UAN 

Nq;nra lndoncsin ndolnh ncgara hukum scbagaimana yang diatur dalam Pasal 

ay,tt (J) Umlnng-Undong Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia tahun 1945. 

Konsl!kucnsi Indonesia scbagai ncgara hukum, maka setiap warga negara Indonesia 

bcnula dolam pcllindungan hukurn dan wajib mcnjunjung tinggi hukum. Pcrlakuan 

yang s:una dilladapan hukumjuga merupakan implemcntasi dari konsepsi Indonesia 

scbagai ncgara hukum. Salah satu bagian penling perlindungan warga negara 

Indonesia adalah pcrlindungan terhadap anak-anak yang juga merupakan warga 

ncgara Indonesia. Perlindungan hak-hak anak pada prinsipnya merupakan bagian 

dari perlindungan hukum. 1 

Kedudukan dan hak-hak anak pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar yang terrnuat dalam Pasa1288 ayat (2) yang berbuuyi: "Setiap auak 

berhak atas kelangsungan l1idup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas 

perJindungan dari kekerasau dan diskriminasi"2• 

Sesuai dengan semangat konvensi hak anak, The Beijing Rules, Peraturan 

Perserikatan Bangsa-bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan 

kebebasanuya dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

pihak kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan 

1 Maidin Gultom, Perlindungan Hulatm Terhadap Anak da/am Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, Him. I 

2 Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pid.ana Yang Dilakukan Olch Anak", 
Jumal Binamulia Huku, Vol. 8 No . I, Juli 2019, him. 94 
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2 

,U~kt\·~l tll\11 pmln mclnnjutkun prnscs hukmn tcrhudap anak3• Untuk pengaturan 

kbih jl•ht~ l~t hndup kcdutluknn dun hak-huk unak diatur dalam beberapa pcraturan 

IX'nmdtmg-umtnngnn ynkni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kcscjuhlcnum Annk, Undnng- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

M:musia, Undang-Undang nmnor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

scbagainuuut tclah diubah oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Pcrubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Undung-Undang Nomor II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU SPPA). Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur 

hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesebatan 

dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bennain, 

berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. 

Faktanya, terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk 

kekerasan, men gal ami hid up terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh 

jenjang pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan 

perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar 

termasuk anak yang terlibat kejahatan narkotika, anak yang melakukan tindakan 

perkela.hianlpenganiayaan dengan orang lain dan juga kenakalan-kenakalan anak 

sekolah lainnya. 

Anak yang melakukan tindakan kenakalan merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dimasyarakat. Kenakalan analc remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa 

3 Emi Dwita Silambi dkk, Per/indungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak 
Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Po/res Merauke. Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas 
Hasanuddin, 2011 , hlm.3 
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3 

'h"' ~\·nnknlun ynn~ mcmpukun tinduk pidana. Kcnakalan biasa scperti halnya 

hl'mm\n )titm• dun hcmyunyi rnmc-ramc di pinggir jalan sampai tcngah malam, 

lt\\:llC\lh:t-curct tcmbnk nmng, ngcbut dcngan kcndaraan dijalan umum. 

l'c:rlnmtnn kcnnknlan nnnk-anak rcmaja yang kcmudian menyebabkan 

pdnnggnnm tcrhudnt> hukum tidak tcrjadi dengan sendirinya. Anak yang 

mdnkuknn pclnnggaran hukum dipcngaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri 

unuk itu scndiri ·sampai pengaruh lingkungan, sepcrti ternan, tempat bermain, 

pcrgaulan dan scbagainya.4• Perbuatan anak yang melakukan tindakan pelanggaran 

hukum juga discbabkan karena proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif 

dari orang dcwasa dan orang-orang yang berada disekitarnya atau bahkan 

clisebabkan karcna melihat video-video (tontonan) di media sosial.5 Ketika anak 

tcrscbut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada 

akhimya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa 

konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. 

Berdasarkan dari dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP AI) di talnm 

2023, ditemukan laporan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 

33 kasus a tau I ,8%.6 KP AI juga memotret data pelanggaran perli ndungan anak dari 

seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia. 

Hal ini terlihat dalam tabel dibawah ini7. 

• Maizul, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversi terhadap Anak Scbagai Pelaku Tindak 
Pidana Pcnganiayaan Ringan", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 4. 2023, 

him. 3 
s Hcndra Filipi Sirait dan Cbairuni Nasution, "Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak 

Sebagai Pelaku Di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak", Jurwarta: Jurnal Dhannawangsa, Vo/.1 7. 
No.4, Edisi Oktober 2023, him. I 830 

6 h ttps:/ /bankdata.kpai. go. id/tabulasi -data!data-kasus-perl indun gan-anak -dari -pen gad UaJJ-

ke-kpai-tahun-2023, diakses tanggallO Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan 
7 hnps://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawa.c;an-perlindungan-anak-di -ma~a-

lransisi-pandcmi-pengasuhan -positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kckerasan, diakses tanggal I 0 
Juli 2024, Puku1.20.00 WlB, di Kota Medan 
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Tnlu·l.l . l'mvlnlll cl t·n~an .Jumluh J•cngsulunn Kasus Anak Pelanggaran 
link Aunk Tcrtlnggl 

l'nwinsi Jumlah kasus 

Jnwn Bnrnl 929 kasus 

I'I'(Winsi DK I Juk:trla 769 kasus 

Jnwn Timur 345 kasus 

Provinsi Bantc 312 kasus 

.lawn Tcngah 286 

Sumatera Utara 197 kasus 

Sumatera Selatan 62 kasus 

Sulawesi Selatan 54 kasus 

Provinsi Lampung 53 kasus 

Bali 49 kasus 

Berdasarkan data dari Bappenas bahwa sepanjang tahun 2014-2020, jurnlah 

anak tahanan dan anak narapidana menunjukkan fluktuasi , namun dengan jumlah 

yang relatif tetap . Peningkatansempat terjadi di tahun 2017, kemudian mengalami 

penurunan pada tahun 2020.Salah satu faktor yang kemungkinanberpengaruh 

terhadap penurunan padatahun 2020 adalah kebijakan pengeluarandan pembebasan 

tahanan dan narapidanakarena pandemi COVID-198• Tetapi pasca covid 19, 

persoalan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kemudian mengalami 

perungkatan. 

H Sahputra, F., Amanda. P. K., Robby. M. B., Wandasari, W., Fitriani, I., Pambudbi, H. D. 
"Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hulrum ", Pusa1 
Kaj ian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitasindonesia (PUSKAPA) 
dan Kcmcnterian Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Kemcnterian PPN/Bappenas), Jakarta; 
2023, him. 5 
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Kl~lmluknn nnnk schngni pcncms bnngsu mcnjudi sangat pcnting karena 

JUm l.,h ,l,u i nm'k "'nnnk tli I nduncsia sangnt bcsar. Bcrdasarkan data Proycksi 

1\·mlmluk lntl't im pndn tnhun 2020-2023 didapat bahwa jumlah pcnduduk anak 

tmi.l U-17 t.thun) tti Indonesia pada tahun 2021 adalah scbanyak 79.486.424 jiwa 

a tau sch~!~ar 29, 15 pcrscn dari jumlah pcnduduk total. Bcrdasarkan jumlah tersebut, 

h,lk-hak :mak di Indonesia harus dipcnuhi bak dasamya olch pemerintah9 

Pet buattm anak yang melakukan pclanggaran hukum akan tctap dimintai 

pcttanggungjawaban. Proses anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan 

dcngan aturan atau hukwn perlindungan anak. Fungsi awal dari pemeriksaan 

tcrhadap anak ada pada tingkat kepolisian. Salah satu tindakan kepolisian yang akan 

dikaji adalah tindakan Penahanan. Masalah Penahanan terhadap 

tcrsangkalterdakwa di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk 

pcncmpatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 

umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang, yang di satu sisi dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak-

bak asasi manusia, tetapi disisi yang lain merupakan bentuk dan atau upaya yang 

harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, 

penuntulan maupun proses pemeriksaan di muka sidang. 

Tingginya angka pelaku tindak pidana usia anak di kepolisian 

mempcrlihatkan bahwa polisi tidak. memahami pentingnya menjaubkan anak dari 

proses hukum formal terlebih sangat penting menghindarkan anak dari penahanan 

sebelum pengadilan. Proses hukum dan penahanan bagi anak pada dasamya dapat 

diatur secara mekanisme operasional oleh Institusi Kepolisian, mekanisme ini 

9 https://www.kcmenkopmk.go.id/deputi-lisa-penuhi-hak-scmua-anak-siapkan-indoncsia­
ema~-2045, diakses tanggai!O Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan 

Gilang Nugraha - Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



6 

~""~"' 111\11\ttkin tlilnkuknn scbngoimunu kctcntuan pada Pasal 7 Undang-undang 

Nu. ~ Tnhun 19M l tcntang Ilukum Acura Pi dana. Dalam hal ini, Kcpolisian dapat 

mdnkukun pen ghent inn pcnyidikan pcrkara khususnya tcrhadap anak-anak.1 0• 

D:\l:un pmktiknyn. proses pcrlindungan hak-hak anak dalam pcmcriksaan didepan 

hukum bdum dilakukan dcngan baik dan masih memprihatinkan. 11 

Kondisi sant ini, pcnjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan tindak 

pid:um pcnguniayuan scring diputus dcngan pidana pcnjara, hal tersebut bukan 

mcnyclcsaikan pcmtasalahan anak. Kondisi ini sebaliknya memberikan dampak 

pada pclnnggaran-pelanggaran hak-bak anak. Fakta terscbut, tidak sejalan dengan 

kctcntuan Undang-Undang Nomor II Tahun 20l2 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Restorative Justice merupakan 

upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 ten tang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabi la sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir". 12 

Pidana penjara metupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam 

penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam kasus 

penga.niayaan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang diawali dengan 

kesalahpahaman atau perkelahian antara anak-anak. Pada kondisi ini , anak sebagai 

IO Novelinn M.S. Hutapea, Perlindungan Hukum terhadap Analc sebagai Pelaku Tindak 
Pidcma (Studi di Kola Pematangsiantar), diakscs mclalui www.usi.ac.idlkarya ilmiah doscn, tanggal 
25 Juli 2018, Pukul.20.00 WIB 

11 M. Joni dan Zulcahina Z.Tanamas, "Aspek Hukum Per/indungan Anak Dalam Prespektif 
Ko11vensi Hak-Hak Anak'', Citra Aditya Baki, Bandung; 1995, him. 1-2 

12 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, Bandung: Retika Aditama. 2012. Him. 204 

Gilang Nugraha - Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



7 

~' ''"'""'~ '•"'.. mcl"kuknn pcluny.)(nrnn hukum, tidakluh hanya dilihat 

~\ '"''"~""" n ~d'·'~ni l'dnku, tclnpi dilihut juga kcdudukannya scbagai korban 

~ .mp llh'mhutuhknn ptlm iln~ pcrl indungnn tcrhadap hak-hak scbagai scorang anak. 

1\'n~.,lilum pmsc~ dn1 i proses yustisial mcnuju proses non yustisial juga 

~""~·'' •~kv.m 1kngnn fnl safnh pcmidanaun yang dianut pada umumnya yaitu 

f~,l~.,fnh pcmbinann (pllilosopy treatment). Dcngan dcmikian, pcngaliban proses 

pcngadilan (yustisial) mcnuju proses non pcngadilan (non yustisial) memiliki 

11:kvnnsi dcngan trnnsfom1asi konscplual dalam sistcm pidana dan pemidanaan 

y.1ng tcrjadi di dunia pada wnumnya dan konscpsi rctribusi ke arah konsepsi 

n:fonnasi13
• 

Bcrdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor I I Tahun 2012 

Tcntang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan 

scharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, 

schingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan retributive justice. Model 

pemidanaan retributive justice yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan 

sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. 

Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaiaan perkara 

anak dari proses di peradiJan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi 

merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. 

Oleh karena itu, diversi ini baruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap 

penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan 

perkara di pengadilan. 

IJ Ibid. 
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~alah :-111\1 insumsi }'IIIII-( tlupnl mclukukun tindakan divcrsi adalah instansi 

~qH11isi.m. l't,h-cs Deli Scrdnng mcmiliki wiluyah hukum yang luas dcngan 

t,~-~~'·'t!ni nm"·;un knrnktcristik musyurukat yang plural schingga banyak terjadi 

k.,~u~-ka~us :muk yang bcrhadapnn dengan hukum dcngan melakukan tindakan 

p(_ng.mia)''""'· Pcrlindungan tcrhadap hak anak yang berbadapan dengan hukum 

(ABI ()juga mcrupukun pcrhatian dari Pemerintah dengan memasukannya dalam 

Rcnc.ma Pcmbangunan Jangka Mcnengah Nasional 2020-2024 

Untuk mcwujudkan kebijakan pcrlindungan anak di wiliyah Deli Serdang, 

maka dipcrlukan pcnguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap 

kcragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan Anak dapat 

dilindw1gi hak-haknya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik 

untuk menetiti dengan judul Urgensi Penerapan Diversi Oleh Penyidik 

Kepolisian Polresta Deli Serdang Dalam Menangani Laporan Tindak Pidana 

Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini ad~lah : 

I. Bagaimana penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang 

dalam rnenangani kasus penganiayaan oleb anak ? 

2. Bagaimana kendala penerapan diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli 

Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

I . Untuk mengetabui dan menganalisis penerapan Diversi oleh Penyidik 

Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak ; 
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t \ lntuk m~nttttnhui clun mcngnnnllHili kcndnlu pcncrapan divcrsi oleb 

t\·nyhlik 1\.cpt,JI~Inn Dell Sculung dalam mcnanguni kasus pcnganiayaan 

,,kh lUll\~. 

ll. ~hnfuC J•rnrllCIRn 

1. 1\IMnfautC Tcorilis 

Scl·am tcoriti s, pcncli liun ini diharapkan akan mcmberikan manfaat 

kcpadu ilmu pcngctahuan klmsusnya ilmu hukum dalam bidang hukum 

pidunn dcngan konscntrasi Hukum Pcrlindungan Anak. Sclain itu, 

pcnclitian ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap 

kasus-kasus anak yang berhadapan dcngan hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Di dalam praktis penelitian ini dibarapkan dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti sebagai bahan referensi kajian keilmuan dan 

sebagai syarat tugas akbir pada Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area. 

b. Diharapkan basil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat kepada para praktisi hukum, baik itu Kepolisian, Jaksa, 

Pengacara dan Hakim sebagai bahan masukan dalam menangani 

permasalahan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

oleh para pembentuk undang-undang dan peraturan daerah serta 

kebijakan terkait dengan perlindungan anak khususnya bagi anak 

pelaku tindak pidana. 
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''· l'('n\'litinn ini cllluu11pknn nknn mcmbcriksm kontribusi kcpada 

kml'•')l•' ~"'"''">'" 11111:tYIIIIIknl dun nt:sHym ukat umum dalam 

mcm.,hnml I"'"Y~hnh clnn lntn cnrn pcnccgohun tcrjadinya tindak 

I'""'"" t1kh nnnk khu~u~nyn yung tcrjndi di Knhupatcn Deli Scrdang 

r . t\u~lhm )',·ndltlnn 

s,,,,,lllh ,tilakuknn pcnclusurun pcrpustakaan pada Fakultas Hukum 

\ lmh't~it:•~ Mnt:m t\n:a, tcrhadup judul pcnclitian "(•cncrapan Divcrsi olch 

)'('n~·idik Kcpullsl11n Puh·cstu Dell Scrdnng Dalam Mcnangani Laporan 

Tindak Ph.lana Pcngnniny:um Olclt Anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang)" 

tidak ditcmukan judul yang sam a tcrhadap judul diatas. Ada pun judul yang terkait 

dcngan judul h:rscbut dian tara: 

1) Tautik Kurahman , NPM: 07 840 0012 dengan Judul " Peran Advokat Di 

Da1ant Mendampingi Anak Yang Berkonflik Dcngan Hukum (Studi Kasus 

di Polresta Medan), tahun 2011 

2) Azrai Sirait, NPM: 09 840 0033 denganjudul "Peran Jaksa Penuntut Umum 

Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus 

Kejaksaan Negeri Medan), tahun 2013 

3) Serafika Jiwa Patria, NPM. : 170512840, Slaipsi dengan judul "Upaya 

Diversi terhadap anak yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama 

DijaJanan", Fakultas Huk:um, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2020 

4) Peni Auliahidayah, NIM: 1817303030, Sklipsi, dengan judul " Penerapan 

Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara: 

02/PfD.Sus-Anak/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur 

(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas IJ Purwokerto), Fakultas Hukum, 
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II 

UniversitaS Universitas Islam Negeri Profesor K.iai Haji Saifuddin Zuhri , 

Purwokerto, 2022 
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IIAU II 

\ , ·n"jamm \hnum lcnlnnJt Annk 

t\n,,k 1\\l'l\\11111 Muhnmmnd Ali , c.Julum Kamus Lcngkap Bahasa Indonesia 

~h'tk1~n il,h,lnh : .. 1\nnk ndalnh llmmnn kcdua".14 Anak terscbut adalah turunan 

d.ui ayah ,tnn ihu :\cbngai turunan pcrtarna. Jadi anak adalah mcrupakan sualu 

k\.mdi i akibnt :1danya pcrknwinan antara kcdua orang tuanya. Kcdudukan anak 

yanu scdcmikian mcmbcriktut arti yang sangat pcnting dalam melanjutkan sebuah 

kduarg<t. 

Mcnurut Pitlo anak-anak terbagi atas: 

I . Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan 

2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami. 15 

Dalan1 hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua 

kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu: 

I. Anak dewasa (rneerderjarig) dan 

2. Anak beJum dewasa (di bawah umur = minde"fjarig). 16 

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya 

dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. 

Kecuali ·dalarn hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau 

14 Muhammad Ali, Op.Cit, him. 10. 
rs M.U. Scmbiring, Beberapa bob penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undrmg­

Undang Hukum f>erdata , Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, him. 12. 
16Jbid., him. 14. 

12 
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13 

~"''~'""""'"YI' till 1k 11nh mcnumt hukum, Hcpcrti pcrbuutun dari scscorang yang 

Mk\l l'\'1\lh.lh n~ 11l, \li hnwnh pcngumpunn (c11mtclt'). Akun lclapi dalam hal tcrtcntu 

"'"'''~•' tdnp h~· • hnk nlns NCS\IIlt\1. Scclangknn nnuk yang bclum dcwasa, kcpadanya 

'""'~ ''·'l'llt 'tipc1tnnggung-jnwnbknn scgnln akibat dari pcrbuatannya. Dcngan kata 

' ·"" ~~~~'""'"" y1mg tdnh dilakuknn olch scorang anak di bawah umur adalah tidak 

Mh. ~:m.·na ia think cnkap bcrtinduk. Dcngan dcmikian pcrbcdaan antara seorang 

yang bdum dcw:1sa dan sudah dcwasa, yaitu untuk mcncntukan cakap tidaknya ia 

l.x-11indak dalam hukum scrta dapal tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya 

akibat dari pcrbuatan yang dilakukannya. 

Mcnurut hukum positif Indonesia, bahwa pengertian anak masih terdapat 

pcrbcdaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur 

menurut kctentuan hukum yang tertulis, anlara lain: 

I. Konvensi Hak Anak 1989 

Bagian I Pasal I Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak 

adalah: "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan 

undang-undang yang berlaku bagi anak diteotukan bahwa usia dewasa anak 

dicapai lebih awal." 

2. J(jtab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Pasal 330 KUH Perdata mernberikan batasan umur antara belum dewasa 

dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecuaJian jika anak sudah 

kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang djatur 

pada Pasal 419 KUH Perdata. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal l angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah: 
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"~l'.SC\'H"'~ yung h"lum hcrusiu 18 tuhun, tcrmasuk unak yang masih dalam 

knmhmttnn." 

~. llmlnnlt·t hulnng No. J Tnhun 1997 tcntung Pcngadilan Anak. 

l'u~nl l nngkn l Annk Undung-Undung No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak.:utnlah omng ynng dalam pcrkara Anak Nakai telah mencapai umur 8 

t'khtl)l\tl) tnhun tctupi bclum mcncapai umur 18 (delapan betas) tahun dan 

bdum pcmuh kawin. 

5. Undung-Undang Nomor l Tahun J 974 ten tang Perkawinan. 

Pasal47 ayat (1) UU Nomor l Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum 

mcncapai wnur 18 tahun atau belum pemah menikah, ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya. 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 

Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk­

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 

Pasal l UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: "semua 

orang yang berusia di bawah 18 tahun" (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO 

Nomor 182). 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejabteraan Anak. 

Pasal I angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: "Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pemah kawin." 

8. Huk:um Kebiasaan (Hukurn Adat dan Hukurn Islam). 

a. Hukum Perdat~ Jawa Barat (basil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan 

bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang 
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nyntul 11itu: clnpnl hckcr:ln scntllri (mundi ri), cukup untuk rnclakukan apa 

YIUI)t tlii:~y111 ntknn llnlnm kchidup1111 bet nmsyarakat dan bcr1anggung jawab, 

tlapul llll' llJtlll\11- hnrln kcknynnnnya. 

h. Kumpiln. i llukum Is hun juga mcncntukan kcdcwasaan bcrdasarkan sejak 

:uhmyn tanda-tandu pcrubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. 

Jmti. yang llipakai untuk mcncntukan batas umur kcdewasaan bagi anak 

yaitu dcngun dilihut pcnnasalahannya tcrlcbih dahulu. Batas umur 

kcdcwasaan dalam hal wnum adalah 18 tabun, dengan dasar asas hukum lex 

spccicllis derogat legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan 

undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalarn hal perkawinan yaitu 

batas umur minimum menikah untuk pria ialab 19 tahun dan untuk wanita 

ialah 16 tahun. Anak yang bel urn mencapai umur 18 tahun berada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang 

tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukwn di dalam maupun di 

luar gedung pengadilan. 

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik 

sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga 

bilamana kepentingan anak mengbendaki maka anak yang ada di alam kandungan 

seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan.Sedangkan anak yang 

meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pemah telah ada. 17 

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa 

setiap orang mempunyai "kewenangan berhak" karena ia merupakan subyek 

hukum. Meskipun demikian, tidak setap orang cakap melakukan perbuatan-

17 J. Satrio, J, Hukum Pribadi - Bagia11 I - Persoon Alamiah,Bandung: Citra Adilya Bakt.i, 
1999, him. 17-23. 
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l~tl,untun hnkum. l'mln umunyu, ulu·ng-orung yung <.lisclmt dcwasa (meerderjarig) 

''"""' mdn'-.uknn pc1 huutun-pc1 hun tun hukum sccnra sah, kccuali j ika undang-

"'"''"'~thin'-. nu:ntntuknn tlcmikinn. Pnsnl 2 nyat ( I) KUH Pcrdata mcngatur bahwa 

"1\\\1\k Yi\1\ll hcrnrln dnlnm knndungnn scorang wanita dianggap scbagai telah 

,lil:thilknn.jikn kcpcntingnn annk itu mcnuntutnya". 111 

n. 'l'injRUilll Tcntnng Tindak )Jiduna Pcnganiayaan 

Sud:u1o mcnyatakan tindak pidana adalah suatu pcngcrtian yuridis, lain 

halnya dcngan istilah "pcrbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen 

atau misclaad) yang bisa diartikan sccara yuridis (hukum) atau secara 

kriminologis. 19 

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : strajbaar feit adalah kelakuan 

orang (mense/ijke gedraging) yang dirurnuskan dalam wet, yang bersifat 

melawan hukum, yang patut dipidana (straf waarding) dan dilakukan dengan 

kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata : 

1) Bahwa jidt dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau 

tingkah Laku 

2) Bahwa pengertian straf baar feit dihubungkan dengan kesalahan 

orang yang mengadakan kelakuan tadi 

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan strajbaar feit. 

"Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu 

kenyataan atau een gedelte van. de werkelijkheid, sedangkan slrajbaar berarti dapat 

dihukum sehingga secara harfiah perkataan strajbaar feit itu dapat diterjemahkan 

' ~ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthlmena Pohan, Hukum Orang dan Ke/uarga, 
Surabaya: Airlangga University Press, 2000. hlm. 3. 

l9 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 14. 
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~l'h•\~••i ~l'h.,~inn 'hul N\1111\1 kcnyntnun yung dapat dihukum, yang sudah barang 

'''"'" '"'·'~ '''IMI, ukh kaucnn kcluk kiln ukun kcluhui bahwa yang dapat di hukum 

i"' !-'' "'' IMII\)'11 nllnlnh mamusin schngai pribadi dan bukan kcnyataan pcrbuatan 

'''·"'I""' timlltknn". 
111 

~knunal p~mlnpnl Simon, bnhwa unsur-unsur tindak pidana adalah:21 

"· p~• huntnn munusia, 

Scgnlu tindukun yang dilakukan olch sctiap manusia dalam 

mdnksanakan kchidupannya dan bcrtentangan dcngan hukum yang 

bcrlaku. 

b. diancarn dcngan pidana, 

Tcrdapat ancarnan sanksi terhadap yang di lakukan olch manusia yang 

dibcrikan oleh pcnguasa/Negara terhadap orang yang melanggar aturan 

c. mclawan hukum, 

perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada 

dan berlaku di dalam masyarakat atau Negara 

d. dilakukan dengan kesalaban, 

setiap perbuatan dilakukan dengan kesalahan atau kesengajaan 

e. oleh orang yang mampu bertanggun jawab. 

Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas 

perbuatan yang dilakukan. 

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya: 

20 P.t\.F.Lamintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1997, him. 181. 

21/bid. him. I 83. 
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n) ~inwn~ Mcmmuskun pcngcrl inn sln!f/)(lmfeit schagai suatu ti ndakan 

mdnn)!.ltlll' hnk yung tclnh dilnkukun clcngan scngaja maupun tidak scngaja 

okh sCSl'Ot'nng ynng dnpnl dipct1anggungjawabkan atas tindakannya dan 

ynng olch unclang-undung lclah dinyatakan scbagai tindakan yang dapat di 

hukum. n 

b) Pompc mcngalakan bahwa Menumt hukum positif bahwa strajbaarfeit 

uduluh pcrbuatau yang bersifat mclawan hukurn, dilakukan dengan 

kcsalahan dan diaucam pi dana. 23 

c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai 

perbuatan yang diacam dengan pidana, barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut24 

d) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindak:an 

melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakanya yang dinyatakan sebagai dapat 

dilakukan. 25 

e) Indriyanto Seno Adji Menyatakan, "Tindak Pidana adalah perbuatan 

seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat rnelawan hukum, 

terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatannya.26 

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat 

22 Eddy O.S. Hiariej, Pdnsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarb, Cahaya Atma Pustaka, 
2014,hlm.91. 

lJfbid. him. 92 
24/bid. hlm.91 
2sP.A.F.Lamincang, Op.cit. him. 45 
26 Jndriyanto Seno Adji, 2002, Koropsi dan Hukum Pidana, Kantor Pcngacara dan 

Konsultan Hukum ProfOernar Seno Ad.ii dan Rekan. Jakarta. him. 155. 
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''i \kitlllknn !U.:scunm~ lctuh mclukuknn Runtu tiruluk pidnna maka scscorang tersebut 

,\iy''"-ini td&lh mdtmttlt"'' hchcrnpn \1111'1\H' pitlnuu.Scliup tindak yang tcrdapat dalam 

K till\' 'li"ngi tlttlnm dun hnginn, ynitu unsur ynng bcrRi fat subycktif dan unsur yang 

\ lnsur subycktif udnlnh unsur yang mclckat pada diri si pclaku atau yang 

l'·dmbun,gun dcngnn diri si pclaku dun tcrmasuk kcdalamnya yaitu scgala scsuatu 

y.mg h,'tkumlung di dulum hutinyu. Unsur ini antara lain :27 

(I) Kcscngajuun atuu kealpaan (dol/us atau culpa) 

(2) Maksu a tau voomemen pada suatu pcrcobaan a tau paging 

(3) Macam-macam maksud atau oogmerk 

(4) Mcrencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad 

(5) Perasaan takut atau vrees 

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan 

yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini 

adalah :28 

( 1) Sifat melawan hukum 

(2) Kuasalitas dari perilaku 

(3) Kausalitas yaitu bubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat. · 

Pasal 1 ayat ( 1) KUHP disebutkan 'bahwa "tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana kecuali alas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka 

27P.A.F.Lamintang, Op.cit. hlm.l84-186. 
zslbid. Hun. 194 
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1) ''" ~""'" "''11"" t'ltlnnn lcllcnlu j 

' ) ''' mn l'hlnnn 1\' l l'chut lu.·r cln~n r knn unclniiJt·undnng; 

20 

\) N'''nu' picliUll\ lctsdmt luull~ Ielah hcrlnku schclum pcrbuatan itu tcrjadi. 

~~·"•'' UIAm1myn ndnlnh hams ada nluran yang mclurang dan mcngancam 

,k ng.m pht~tm hagi ynng mclnnggnr nturnn tcrscbut. 

SAlAh sal\\ tindak pirlnna yang scring tcrjadi adalah tindak pidana kckcrasan 

J tau pcnganiayaan. Pcnganiaymm adalah pcrlakuan scwcnang-wcnang dalam 

tangka mcnyiksa atau mcnindas orang lain". Pcnganiayaan ini jclas melakukan 

:-uatu pcrbuatan dcngan Lujuan menimbuJkan rasa sakit atau luka pada orang lain, 

unsur dcngan scngaja di sini harus mcliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain, unsur dcngan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat 

terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini hams disimpulkan dari 

sifat pada perbuatan yang rnenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam 

hal ini hams ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendi rinya 

menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, 

menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. 

Mengutip pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahw menurut 

Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: 

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak: enak (penderitaan). 

b. Mcnyebabkan rasa sakit. 

29 Pasal I ayat (1) Kitab Undang-Uodang Hukum Acara Pidana 
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l),·ntt'"' dcmikinn tlnpnl tlikntnknn huhwntindak piduna pcnganiayaan adalah 

~~"''"' tin''"'""' ml'lnwnn hukum <Inn tlnclnknn scscorang kcpada orang yang 

"'''"'''·'hl\ynknn nlnu mcntlntnngkan rosa sukit pada hadan atau anggota badan 

m."m~h' ynng mnnn luku ynng didcrita olch korban scsuai dcngan kategori luka 

I"''·' Pm:t\l 90 (KUIIP) yang bcrisi: 

n) Jatuh sakit atuu mcndapat luka yang tidak mcmbcri harapan akan scmbuh 

samn sckali, atau yang mcnimbulkan bahaya maut; 

b) Tidak mampu terus mencrus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pckcrjaan pcncarian; 

c) Kchilangan salah satu panca indra; 

d) Mendapat cacat berat; 

e) Menderita sakit lumpuh; 

f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 

g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP 

bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mmengenai yang dimaksud dengan 

penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai 

hukuman yang diberikan pada tindak pidana tesebut y~mg mengatakan babwa : 

(I) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan Juka-luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pi dana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

30 R.Socsilo, KUHP Serta Komenlar-Komentamya Lengkap Pasa/ Demi Pasal, Politcia, 
Bogor. I 995, him. 245 
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l~) 1\•t,·n\'"'"' \lnluk tn ·lnkuklln k~jnhnt1111 ini tidak dipidu11a. 
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lkt~nitnn tkn~tnn mn~nlnh pcnguniuynnn, mnka kckcmsun scring mcrupakan 

t"-'k''~~l\4' '''" i hl'ntuk h :jnhntnn itu ~cndiri. Buhkun ia tclah 1ncmbcntuk suatu ciri 

h't~\:'mhti tlalmn khns:mnh tcntang studi kcjahatan. Scmakin mcnggcjala dan 

mcnyl'h:\r lua~ th·kucnsi k~juhatan yang diikuti dcngan kckcrasan dalam 

m :tSY\\1 ,\kat. maka scmakin tcbal kcyukinan masyarakat akan pentiog dan scriusnya 

k\·phatan scmucam ini. Dcngan demik ian, pada gilirannya model kejahatan ini 

tclah mcmbcntuk prcscpsi yang khas di kalangan masyarakat. 

Sccan\ yuridis. apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan 

kckcrasan tidak dijclaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa 

pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal ten tang penganiayaan yang 

sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasallain di dalam KUHP yang menyinggung 

tentang kekerasan, antara lain: 

a. Pasal 89 KUHP rnenyatakan bahwa "Membuat orang pingsan atau tidak 

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan" 

b. Pasal J 70 KUHP menyatakan bahwa: 

( 1) Barang siapa dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang alau barang, diancam dengan 
pi dana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

(2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun, j ika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan 
luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 

(3) PasaJ 89 tidak diterapkan. 

c. Pasal 258 KUHP menyatakan bahwa: 
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( 1) 1\1unnu t~inpn mcmnlt~u ukumn utml lllknrun, unak timbangan atau 
timhnnttnn st'S\Hinh dihuhuhi lunda lcl'lt, dcngun maksud untuk 
11\l'nmkulntnumcnyul\lh mung lninmcmukai barang itu scolah-olah 
nsli tlnn think tlipnlsu, clinncum dcngun piduna pcnjara paling lama 
llttn tnhun. 

(..!) Dinncnm tlcngnn pidnnn yang sama burnng siapa dcngan scngaja 
ml'mnkni ukmnn ntnu tnknrun, nnak timbangan atau timbangan yang 
,tipnlsu. scnlah-olnh bnmng itu as I i dan tidak dipalsu. 

''- 1\\snl 2~91\.U IIP mcnyatakan bahwa: 

"Burung sinpu dcngun kckcrasan atau ancaman kekerasan mcmaksa 
scomng untuk mclukukan atau mcmbiarkan dilakukan pcrbuatan 
cabul, diuncam karcna mclakukan pcrbuatan yang mcnyerang 
kchonnatnn kcsusilaan, dcngan pidana pcnjara paling lama scmbilan 
tahun." 

c. Pasnl 335 KUHP mcnyatakan bahwa 

( l) Diancam dcngan pi dana penjara paling lama satu tahun alau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

l. Barang siapa sccara melawan hukum memaksa orang Jain 
supaya melakukan, tidak mclakukan atau membiarkan 
sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan 
lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau 
dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan 
lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik 
terhadap orang itu senditi maupun orang lain; 

2. Barang siapa memaksa orang Jain supaya melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
ancaman pencemaran atau pencemaran tertuJis. 

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan banya 
dituntut atas pengaduan orang yang terkena .. 

Dilihat dari perspektifkriminologi, kekerasan ini memjuk pada tingkah laku 

yang b~rbeda-beda baik mengenai moti f maupun mengenai ti.ndakannya, seperti 

perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan 

baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. 

C. Tinjauan Umum tentang Diversi 

Secara formal ide diversi tersebut dalam UU SPPA, ketentuan-ketentuan 

tcntang diversi, terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam 
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l'll~MI I ~ tnl·m·nhtknn hnhwn pctlomun pclnkHnnnllll proscH divcrsi, tala cara, dan 

)..,~,1\lin"~i ttda\kSI\n&um tlivctHi dlnlur lcl>ih lunjut dcngan pcraturan pcmcrintab 

~ ,m)l ~'""I'" I lll'km nn~ pcrnturnn pcmcrintnh tcrscbut tclah ditctapkan31
• 

Hc•'' ''~IU knn ptuln lJll SPPA Jlusnl I butir (7) mcnyatakan bahwa Divcrsi adalah 

1\\'1\gltlilum pcnyclcsnian pcrkuru unnk dnri proses pcradilan kc proses diluar 

l"'l't,\llil:m pidnnu. 

Pclnksan:mn tcrhudap divcrsi dilakukan pada kasus yaog scring rnuncul di 

dalum masyarakat yang mclibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam 

pcnyclcsaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan 

anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial Jainnya. 

Pcnggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak 

hu1mm (polisi, jaksa, hakim, lernbaga lainnya) dalam menangani Pelanggaran-

pclanggaran hukum berusia muda atau dibawah urnur tanpa menggunakan 

pengadilan formal. 

Pengertiao Diversi juga dapat ditemukan dalam United Nations Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), yang 

menyatakan bahwa diversi (diversion) adalah pemberian kewenangan kepada 

aparat penegak bukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam 

menangani atau menyelesaik:an masalah pelanggar anak dengan tidak mengarnbil 

jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari 

proses peradilan pidana atau meogembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat 

31 R. Wiyono, Sis/em Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, 
hlm. 22 
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,11m hrntuk·hrntuk kqdnll\11 pclnyn111111 HOHiul luinuya32. Pcncrapan divcrsi dapat 

,tilc•luk'"' ''"''"" Nl' IU\111 tlnJtkntnll pcmcriksuun dimaksudkan untuk mcngurangi 

'''""l'·' k n~t!ntir kl·h.'llihn t nn nnnk dnlnmproscs pcradilan tcrscbut. 

Din~t Ni mcntpnknn kcbijul<nn ynng dilnkukan untuk mcnghindarkan pclaku 

,t,ui Si~h.'Jl\ Pcrmlilnn Pidnnn Formal. Divcrsi dilakukan untuk mcmbcrikan 

p\·rlimlungan dan rdwbilitasi (protection and relzabilitalion) kcpada pclaku scbagai 

UJ>aya untuk mcnccguh anuk mcnjadi pclaku kriminal dcwasa. 

Dalam Pasal 7 UU SPP A disebutkan babwa : 

(t) Pada tingkat pcnyidikan pcnuntutan dan pemerikasaan perkara anak di 

Pcngadilan Negcri wajib diupayakan diversi ayat (2) Divcrsi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (l ) dilaksanakan dalam hal tindak pi dana yang 

dilakukan: 

a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun pcnjara 

b) Bukan mempakan pengulangan tindak pidana. 

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang 

disebut diskresi. Diskresi mempakan wewenang petugas kepolisian untuk 

mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan 

kebijakan yang dimilikinya. Proses diskresi berlangsung secara spontan yang 

timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan 

terlebih dahulu. 

ll Ani Purwati dan AriefSyahrul Alam, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan 
Dalam Sistcm Peradilan Pi dana Anak Di Indonesia", Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum. 
Vol. 7, No.2, Edisi Desember 2015, him. 187 
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ll. Tlnjamm Tt·nhmatl<t•twlblun Nc~urn Hcrmhllk Indonesia 

l 'k~i~t~nsi Kcpoli~iun Ncgum Kc.liutuun Rcpublik Indonesia dalam sistem 

k\'t,\h\1\\')tnt ,um Rcpuhlik lndocnsio bcq1crnn scbagai pcnyclcnggara ncgara dalam 

l'ht.m~ k,·nmnmm dnn kctcrtibun masyarakat. Kcbcradaan Polri ditujukan untuk 

mcwujudknn kcnmnnnn dalam ncgcri yang mcliputi tcrpcliharanya keamanan dan 

kdct1iban mnsynmknt, lcttib dun tcgnknya hukum, tcrsclcnggaranya pcrlindungan, 

pcng~•ymmm dun pclayanan masyarakat, scrta tcrbinanya kctentraman masyarakat 

dcngan mcnjunjung tinggi Hak asasi manusia. 33 

Tugas Polri di samping sebagai penegak hukum (law enforcement agen~y) 

juga scbagai pcmelihara keamanan dan ketertiban masyarkaat (order maintencne 

o.Oice1J Dalarn hal yang lain, tugas Polri dapat ditaksanakan dengan melakukan 

upaya preventif dan represif. Upaya prcventif dilaksanakan untuk mencegah 

tetjadinya kejahatan dalam masyarakat. Upaya reprcsif dilakukan untuk mclakukan 

tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat. 

Sebagai alat negara penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya merniliki kedudukan, susunan dan fungsi 

sebagairnana diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah 

sebagai berikut:34 

a. Kedudukan dan Susunan Kepolisian Republik Indonesia 

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan 

pembahaman hukum, k.husunya memperbatikan TAP MPR No. VT/,MPR/ 

2000 pembaharuan hukum, tentang pemisahan TNI dan POLRI serta TAP 

33 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 ·tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

34 Lihat KUHAP 
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Ml'lt/ NO. VIII MP1V 2000 lcnlnnr. POl .10, Mnku: 

I) p,,h i ntlnlnh nlnlnCJtlllll ynug mclnkRnnnkun kckua11aan ncgara dibidang 

kqwlisinn t" event if dun reps If dalnm rnngka criminal justice system; 

:!) l'uh i mlnlnh nlal ncgnrn yang mclnksanakan pcmcliharaan kcamanan 

'lalnm ncgcri; 

3) Polri bcrkcdudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri 

cliangkat dun dibcrhcntikan oleh presidcn dcngan pcrscnuuan DPR. . 

b. Scsuai dcngan kedudukannya maka susunan dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia scbagai berikut: 

(l) Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sehingga Polri merupakan Kepolisian Nasional; 

(2) Pembagian daerah hukum Polri, disusun menurut keperluan pelaksanaan 

tugas polri yang diusahakan barmonis dcngan pembagian wilayah 

administratif pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diwujudkan 

keselarasan dengan kompetensi unsur sitem peradilan pidana (criminal 

justice system) atau bentuk-bentuk bubungan instansi lainnya dalam 

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan; 

(3) Polri dipimpin oleh Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan 

kebijaksanaan presiden. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pasal 13 mencantumkan tugas Kepolisian sebagai berikut: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Meoegakkan huktim, dan; 

Gilang Nugraha - Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



28 

,., ~h,mh"'' iknn pctlimlungun, pcnguyomun, dun pclayanan kcpada masyarakat. 

t li \ltthun l'nsltl 14 dulnm mclnksunakun tugas scbagaimana dimaksud dalam 

l'•l!'ltl l J \antlang-undnng Nomor 2 tahun 2002 ten tang kcpolisian Ncgara Rcpublik 

lndmu-sia mcnyatnkan buhwa kcpolisian dibcri tugas, yakni: 

tt) Mdaksanakan pcngaturan, pcnjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kl:gitttan masyarakut dan pcmerintah sesuai kcbutuban; 

b) Mcnyclcnggnrakan scgala kcgiatan dalam menjamin keamauan, ketertiban, 
dan kclancaraan lalu lintas dijalan; 

c) Mcmbina masyarakat wttuk mcingkatkan partisipasi masyarakat, kesadarau 
hukum masyarakat scrta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan 
pcraturan perundang-undangan; 

d) Turut scrta dalam pembinaan hukum nasional; 
c) Mcmilihara ketcrtiban dan menjamin keamanau umum; 
f) Mdakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisiau khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamauau swakarsa; 

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana scsuai 
dengan hukum acara pidana Jan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai berikut :35 

l) Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan 

tertib Hukum; 

2) Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri. 

3) Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya 

peraturan perundang-undangan. 

35 Lihal Undang-Undang Nomor 2 TallUn 2002 tentang Kepolisian Negara Rcpublik 
Indonesia 
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4) 1 knumm•snmu clcnl{llll knmponcn lnHlunRi Pcmcrintahan Jainnya 

ml·mhinn kctcnllnnum musyurakul dnlum wi I ayah Ncgara Rcpublik 

hullmc.~ ln gunn mcwujudknn kcnmannn dun kctcrtiban rnasyarakat; 

~) Mcmhimhing mnsynrnkut bngi tcrciptanya kondisi yang rncnunjang 

h:r-sdcnggnranyn usahu dan kcgiatan Pcmcrintah rnaupun Swasta untuk 

kcpcntingun bcrsama; 

6) Mcluksmmkan tugas lain yang dibebankan olch undang-undang serta 

pcmctintah. 

Bcrdasarkan Kcputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 

Oktoba 2008 tcntang Organisasi dan tata kerja Polda, maka Polwil bertugas 

membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian perasional 

dan Pembinaan Polres dalam Jajarannya. Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud diatas, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai bcrikut:36 

I ) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana I program 

kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang 

ditugaskan oleh Kapolda; 

2) Pemantau I pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugastugas 

Operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi Intelegen Keamanan, 

Reserse Kriminal, Samapta, Lalu-lintas dan Pembinaan Kemitraan; 

3) Pemberian dukungan (Back Up) Operasional kepada Polres, baik melalui 

pengarahan kekuatan antar Polres dalarn Jajarannya, penggunaan kekuatan 

Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda; 

36 Kcputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 Len tang Organisasi 
dan Tala Kerja Polda 
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4) Pcnyclcnggaruun opcrusi khusus Kcpolisian tcrmasuk komando dan 

pcngcndnlinn alas suatu tindakan Kcpolisian yang dipandang perlu; 

5) Pcmnntnunn I pcngawasan dan pcngendalian atas pelaksanaan tugas-tugas 

pcmbinnan Polrcs klmsusnya pembinaan personil sesuai lingkup 

kcwcnnngannya; 

6) Pcnjabaran kcbijakan dan penindak lanjtan perintah I atensi Kapolda. 

Di tingkat dacrah, Kepolisian di pimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah ( 

Kapolda) untuk daerah Provinsi, untuk Kapupaten/Kota dipimpin oleh Kepala 

Kepolisian Resort yang disebut Kapoltabes dan untuk tingkat kecamatan kepala 

Kepolisian Sektor disebut Kapolsek. 
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nAn 111 

1\-U:Tonl•: I•I•:NI•: I ,JTIAN 

A. \\'Mktu dtm TemiJMt' Pcnclltlan 

1. Woktu Pcnclition 

Pcnclitiun ini nkan dilaksanakan sctclah seminar outline dan perbaikan out 

line. 

No Kegiatan Bulan/2024 

Juni Juli Agustus Sep Okt Nov Des 

1 Pengajuan Judul 

2 Bimbingan 

Proposal 

3 Seminar Proposal 

4 Penelitian 

5 Bimbingan 

Penelitian 

6 Seminar Hasil 

7 Meja Hijau 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Deli Serdang yang 

beralamat di Jalan n. Sudirman No.l8 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli 

Serdang. Telepon: (061) 7950129. 
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knis JH'IIt:litlnn ini ndnlnh V\11 I di ll NomJallf'.J7 Mctodologl pcnclitiun yang 

\tit,·J,\('kHn hnm11 ~t:nnnt insn discsuniknn dcngnn ilmu pcngctahuan yang mcnjadi 

tmluknyn:' 11 Pt:nditinn ini dilnkuknn dcngnn mcngkaji pcraturan pcrundang-

ut\\.tangun lt'rknit dcngnn pcncrnpan divcrsi pnda nnak pclaku pcnganiayaan dalam 

$ll'tcm p~:radilan pi dana di Indonesia. Pcnclitian normati f ini dilakukan bcrdasarkan 

analisis tcrhadap doktrin-doktrin dalam hukum pidana Jndonesia. 

2. Sifllt Pcnclitian 

Pencliliun ini bersifat deskritif analisis yang mana mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 

penelitian yakni mengcnai penerapan diversi pada anak sebagai pclaku 

penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 

3. Sumber data 

Data yang digunakan dalarn penelitian ini bersumber dari sumber data 

sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer 

sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research), baik dalarn bentuk 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai 

data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari 

perpustakaan, yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer 

37 Johny Ibrahim, Teori dan Metodo/ogi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia, 
2008, him. 295. 

J! Soc~ono Sockanto dan Sri Mabmudji, Pene/itian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakalia: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, him. 64. 
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Hnhnn·bnhnn hukum ynng mcngikut tcrdiri duri pcraturan pcrundang­

umlnngnn lei kui t ubyck pcncl it iun unutura ulain : 

I. Umlnng-undnng R T Nom or 8 tahun 1981 ten tang I(jtab 

Unclnng-unclnng llukum Acara Pidana (KUHAP). 

2. Undnng - utulung Rf Nomor 2 tahun 2002 tentang Kcpolisian 

Ncgnra Rcpublik fncloncsia. 

J. Pcruturun pcrundung-undangan terkait dcngan diversi 

b. Bahan huk.-um sekundcr. 

c. Bahan hukum sek:undcr yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

I) Buku-buku teks dari para ahli hukum. 

2) Bahan-bahan kuliah hukum. 

3) Artikel di jumal hukum. 

4) Hasil-hasil penelitian. 

5) Majalah, Surat Kabar. 

6) Situs Internet. 

7) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

d. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus 

bahasa [ndonesia, ensiklopedi, dan lain-lain 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Kepustakaan (Librwy Reseaarch). Penelitian kepustakaan ini dimaksud 

untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literan1r-literatur, peraturan 

perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal Jain yang 
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bl' l kuitnn llcn~nn kch\inkun penni pc1<lnngun urung. Scluin itu, pcnclitian ini juga 

1m·n~unuknn tcknik pcnttumpulnn dutu lupungun (jield re.rearch) scbagai data 

t.mmbltlum ,kngnn mdukukun obscrvnsi dan wnwnncara. 

Dull\ ynng dipcrolch dnri Pol rcstn Deli Scrdang yang bcrupada data tcntang 

Timluk Pidnnn Pcngnninynun olch Anak dan Wawancara yang dilakukan kepada 

Pcnyidik Sntrcskrim PPA Polrcsla Deli Serdang. 

S. Anallsa Data 

Kcscluruhan data dalam pcnclitian ini dianalisis secara kualilati( 39 Analisis 

l.:ualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan 

menjelaskan hubungan an tara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi 

dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan 

dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas pennasalahan dalam 

penelitian ini. 

39 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitiall Hukum, Malang: UMM Press, 
2009, hlm. 121. 
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P n : ·-

epada Yth 

: ermo o n Pe gam ilan Data/Riset 
dan Wawancara 

e ala Pol esta Der Serdang 

di-

Tempa 

e gan hormat, bersama surat in1 kami mohon kepada Bapak/lbu untuk memberikan 
lzi dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut 1ni : 

Nama 
Nl 
Fakultas 
Bidang 

: Gi ang ugraha Prakasa 
. 198400046 
: Hukum 
: Hukum Kepidanaan 

Untuk meraksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Po Ires a Deh Serda g, 
guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas edan Area dengan 
jud I Penerapan Diversi oleh Penyid1k Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam 
Menangani Laporan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak (Studi Kasus Polresta Deli 
Serdang) '. 

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dima sud 
adafah semata-mata untuk penulisan tlmiah dan penyus nan sk ipsi yang merupakan 
salah satu syarat bagi mahas·swa untuk mengikuti Ujia Skripsi di Fakultas Huk m 
Un versitas Medan Area. 

Apab1la mahas·swa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/ iset Da 
Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan tetah seles · 
melaksanakan riset di instansi yang Bapakllbu pimpinan. 

Demik·an kamr sampaikan atas perhatjan dan kerjasama yang bai di capkan te 
kas1h. 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH SUMATRA UTARA 

RESOR KOTA DEU SERDANG 
Jalan Sudirman No. 18 Lubuk Pakam 20513 

Nomor : Bl ~l. IX/Res.1.24.12024 
KJasifikasl: Blasa 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal : Selesal melaksanakan riset 

a.n GILANG NUGRAHA PRAKASA 

1. Rujukan : 

Lubuk Pakam, ~ Oktober 2024 

Kepada 

Yth. FAKUL TAS HUKUM 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

dl 

Medan 

a. Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 2529/FH.01.10/XJ2024, Tanggal 10 
Oktober 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara; 

b. Surat dari Kasat Reskrim Nomor: BI31671X/Res.1.24./2024, Tanggal14 Oktober 2024 Hallzin Riset 
a.n GILANG NUGRAHA PRAKASA; 

c. Sural Nota dlnas dari Kasat Reskrim Nomor : BIND-133/XIRES.1.24./2024 Perihal Narasumber dalam 
Penelitian oleh Mahasiswa atas nama GILANG NUGRAHA PRAKASA tentang kasus Penganiayaan 
olehAnalt 

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama lnl dlberitahukan kepada Dekan, bahwa 
Mahaslswa atas nama : 

Nama 
NIM 
Fakultas 
Bldang 

GILANG NUGRAHA PRAKASA 
198400046 
HUKUM 
HUKUM KEPIDANAAN 

Telah selesai melaksanakan riset dan wawancara serta pengumpulan data di Unit VI (PPA) Satreskrim 
Polresta Deli Serdang, pada tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya yang bersangkutan dikembalikan 
kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

3. Demikian untuk menjadi maklum. 
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